BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan
pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres
Bengkulu Utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di
Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan melalui upaya pre-
emtif, preventif, dan represif. Upaya pre-emtif dilakukan melalui
sosialisasi, penyuluhan hukum, dan pemberian pemahaman kepada
aparatur desa serta masyarakat mengenai pengelolaan dana desa yang
sesuai dengan ketentuan hukum. Upaya preventif dilakukan melalui
koordinasi, pembinaan, pengawasan, serta pencegahan terhadap
potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu,
upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan,
pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan alat bukti,
penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, penangkapan dan
penahanan apabila diperlukan, hingga pelimpahan berkas perkara
kepada jaksa penuntut umum. Dalam kurun waktu penelitian, Unit
Tipidkor Polres Bengkulu Utara telah menangani 4 perkara tindak
pidana korupsi dana desa, di samping laporan dugaan tindak pidana

korupsi yang masih berada dalam proses penyelidikan.
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2. Peran Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reserse
Kriminal Polres Bengkulu Utara dalam penyidikan tindak pidana
korupsi dana desa telah terlaksana melalui fungsi penyelidikan dan
penyidikan secara profesional sebagai bagian dari sistem peradilan
pidana. Peran tersebut dalam perspektif fikih siyasah mencerminkan
pelaksanaan prinsip keadilan (al- ‘adalah), amanah, dan perlindungan
terhadap kemaslahatan masyarakat, serta sejalan dengan konsep
Wilayah al-Mazhalim dalam menindak penyalahgunaan kekuasaan
oleh aparat desa. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih
menghadapi hambatan pada aspek sumber daya dan partisipasi
masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kualitas aparat dan
dukungan masyarakat agar penegakan hukum terhadap korupsi dana
desa dapat berjalan lebih optimal.

B. Saran

1. Bagi Unit Tipidkor Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu Utara,
perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah
desa, Inspektorat, Kejaksaan, dan instansi terkait dalam penanganan
dugaan tindak pidana korupsi dana desa. Mekanisme koordinasi
tersebut perlu dituangkan secara lebih jelas dalam Standar Operasional
Prosedur (SOP) penyidikan tindak pidana korupsi dana desa, terutama
mengenai pertukaran informasi, pemeriksaan dan pengumpulan
dokumen, pendampingan, serta tindak lanjut terhadap temuan

penyimpangan.
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2. Bagi pemerintah pusat dan instansi penegak hukum, perlu

memperkuat pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) antara
Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai dasar koordinasi dalam
pencegahan dan penanganan permasalahan hukum terkait pengelolaan
dana desa. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan
mekanisme koordinasi yang lebih operasional dan terintegrasi,
sehingga terdapat kejelasan mengenai kewenangan, tahapan
penanganan, pertukaran informasi, serta tindak lanjut Kketika
ditemukan indikasi penyalahgunaan dana desa.

Bagi pemerintah desa, perlu meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui pencatatan
administrasi yang tertib, keterbukaan penggunaan anggaran kepada
masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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